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ABSTRAK    :  ● untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (8) Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 
47 ayat (5), Pasal 76 ayat (5), Pasal 117 ayat (1), Pasal 118 ayat (5), 
Pasal 119 ayat (11), dan Pasal 120 ayat (5) Peraturan Daerah 
Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pelaksanaan Pajak Daerah. 

 
  ●   Dasar Hukum Peraturan Bupati  ini adalah : 

  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  Tahun 
1945, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU No. 149 Tahun 2024, PP No. 35 
Tahun  2023, Perda Kab. Mamuju No. 10 Taun 2023.  
 
Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang  Pelaksanaan Pajak 

Daerah, yang isinya memuat: 
a. Ketentuan Umum, b. Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian 
Tahun Pajak, c. Tata Cara Pemungutan Pajak, d. Ketentuan Umum. 
 
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak 
Daerah. 
 

CATATAN      - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan yaitu 

tanggal  2  Juni 2025. 
- Pada saat Peraturan Bupati ini  mulai berlaku : 

a. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 
Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten 
Mamuju Tahun 2005 Nomor 13); 

b. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 17 Tahun 2005 tentang 

Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Mamuju Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Berita 
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2005  
Nomor 17); 

c. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata 
Cara Penetapan dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2012 
Nomor 51); 

d. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata 
Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten 
Mamuju Tahun 2014 Nomor 469); 

e. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Penentuan Klasifikasi dan Biaya NJOP Sebagai Dasar 
Pengenaan PBB-P2 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 
2014 Nomor 471); 

f. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata 
Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Mamuju Tahun 2015 Nomor 486); 
g. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Pengelolaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten 
Mamuju Tahun 2017 Nomor 613); 



h. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Pengelolaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten 
Mamuju Tahun 2017 Nomor 614); 

i. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Pengelolaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten 
Mamuju Tahun 2017 Nomor 615) 

j. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
(Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2017 Nomor 616); 

k. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Pengelolaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten 
Mamuju Tahun 2018 Nomor 655); 

l. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2019 tentang Nilai 
Perolehan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju 
Tahun 2019 Nomor 686); 

m. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 687); 

n. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Mamuju (Berita Daerah 
Kabupaten Mamuju Tahun 2019  
Nomor 689); 

o. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten 
Mamuju Tahun 2022 Nomor 4); dan 

p. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2022 tentang 
Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah 
Kabupaten Mamuju Tahun 2022 Nomor 18), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
 

 

 
 

 
 

  


